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PUTUSAN

Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Sdn
o\t T %
@Kﬁa\——ﬂﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak

asuh anak/hadhanah dan nafkah anak antara:

Nama Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Bandar Agung,
20 November 1998, umur 25 (dua puluh lima) tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas), pekerjaan swasta, tempat tinggal di
Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Sripendowo, 12
Januari 1997, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun,
agama lIslam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas), pekerjaan swasta, tempat tinggal di
Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di

persidangan dangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu
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juga dengan register perkara Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung
Timur, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX,

tertanggal 27 November 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksakan atas dasar
suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat sampai pisah rumah dan sudah dikaruniai 1

anak:

1. Nama Anak usia 6 tahun, NIK: XXX, lahir di Bandar Agung 25-05-2018,
pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan karena faktor ekonomi adapun
penyebabnya yaitu Tergugat jarang dalam memberi nafkah, sehingga
terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, Penggugat sudah
mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap,

namun Tergugat tidak berubah;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024, terjadi pertengkaran
masalah yang sama vyaitu faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu
Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, hingga akhirnya terjadilah
pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga
Tergugat menalak Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan
pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Lampung Timur, antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun
2024, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan

lagi;
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6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan
sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya pendidikan
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kesehatan Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per
bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp900.000.00, (sembilan ratus ribu
rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk
memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan
melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut
dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)

persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali antara
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap
Penggugat (Nama Penggugat);
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3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang

bernama:
1. Nama Anak usia 6 tahun, NIK: XXX, lahir di Bandar Agung 25-05-2018;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

mengunjungi satu anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)
anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sebesar
Rp900.000.00, (sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak
tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan
dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5
(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sabh;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh
karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara

dilanjutkan pada tahap litigasi;
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan
nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat
untuk dapat mempertahankan rumah tangganya begitu juga mengenai hak
asuh anak dan nafkah agar dibicarakan baik-baik dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum
dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara a quo mengenai
perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan

dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:
A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk
Kependudukan XXX, tanggal 16 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan
oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur,
telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut
diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 27 November 2017,
yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten
Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX, tanggal 6 September
2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan

meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan
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selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.3);

4. Slip Gaji Tergugat bulan Juli dan Agustus, dikeluarkan oleh Pemilik Alat
Execavator, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup dan

selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (kode bukti P.4);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai

dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah
sehingga Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang

bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Februari tahun 2024;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat

sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai sopir

execavator namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang bernama Nama Anak berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal

bersama Penggugat;

- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik

dan sehat;

- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu adalah sosok ibu yang

cakap dan mampu mengasuh anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai kepribadian
yang baik, rajin dalam mejalankan ibadah dan tidak pernah terlibat
tindak kejahatan;

- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan anak tersebut dan tidak
memberi nafkah yang cukup pada anak tersebut, karena anak

pada kenyataannya hanya dirawat oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa biaya

pemeliharaan anak dalam setiap bulannya;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah menghalangi
Tergugat mengunjungi dan bertemu dengan anak Penggugat dan

Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai
dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah
sehingga Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang

bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Februari tahun 2024;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat

sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai sopir

execavator namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang bernama Nama Anak berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal

bersama Penggugat;

- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik

dan sehat;

- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu adalah sosok ibu yang

cakap dan mampu mengasuh anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai kepribadian
yang baik, rajin dalam mejalankan ibadah dan tidak pernah terlibat

tindak kejahatan;
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- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan anak tersebut dan tidak
memberi nafkah yang cukup pada anak tersebut, karena anak

pada kenyataannya hanya dirawat oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa biaya
pemeliharaan anak dalam setiap bulannya;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah menghalangi
Tergugat mengunjungi dan bertemu dengan anak Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 15 Oktober
2024, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon
agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan
tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai kumulasi hak
asuh anak/hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh pihak yang
beragama Islam dan atau peristiwva hubungan hukum perkawinan yang
dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan

perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut
penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan
Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini
yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat,
Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), maka
Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara a quo (relative

competentie);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok
perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini
dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak
asuh anak/hadhanah dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa
kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan
antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak/hadhanah dan
nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut

dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor: 253
K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena
gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak
berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan
perceraian dengan hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak dapat diterima

dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana
dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir dihadapan
sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa

hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap

di persidangan, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi di pengadilan
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dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian
Majelis Hakim dalam tiap tahapan persidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam
rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karenanya kehendak
Pasal 82 ayat (4) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, juncto Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi,

sehingga dapat diproses lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai
gugat kumulasi hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak terhadap Tergugat
pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat jarang dalam memberi nafkah kepada Penggugat,
serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Februari tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya
perkara. Selain itu, Penggugat juga menuntut agar ia ditetapkan sebagai
pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama
Anak berada dalam asuhan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk
memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat
sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)
sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan
dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim
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berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan
menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja
tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya
pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena
perkara a quo perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup
selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga
atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul
Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar lhya' At Turats, Beirut tahun 1984
Masehi yang berbunyi:
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Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia

termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang
saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan
memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana
pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (vide:
Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat
(bindende bewijskracht).

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan
akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan
pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301
R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti
tersebut menjelaskan perihal Nama Penggugat dan Nama Tergugat telah sah
menjadi pasangan suami isteri pada tanggal 26 November 2017. Bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende
bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nama

Penggugat dan Nama Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama
anak Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk
yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang
(vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup
(vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai),
dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal anak
yang bernama Nama Anak, lahir di Bandar Agung, 25 Mei 2018 adalah anak
dari Nama Tergugat dan Nama Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).
Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama
Nama Anak, lahir di Bandar Agung, 25 Mei 2018 adalah anak sah Penggugat
dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa bukti P.4 (Slip Gaji Tergugat bulan Juli dan Agustus),
yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pemilik Execavator dan Tergugat,
menjelaskan tentang penghasilan Tergugat sebagai sopir Execavator bulan Juli
dan Agustus. Bukti tersebut bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal
5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), bukti tersebut
termasuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh
Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, sehingga Majelis Hakim
menilai bukti P.4 dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus
dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah kakak sepupu dan
adik sepupu Penggugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk
dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah
memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di
bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar
pada pokoknya semenjak kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2024 yang
lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah
tidak ada komunikasi lagi. Selain itu, saksi-saksi juga menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama
Nama Anak berumur 6 (enam) tahun, keberadaan dan kondisi anak tersebut,
serta perilaku dan perlakuan Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut,
serta Tergugat bekerja sebagai sopir Execavator;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut di atas
telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308
R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan
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saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana
uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan
orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki
konflik kepentingan (conflic of interest) dengan perkara a quo, menyaksikan
hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan
saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang
mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan
pembuktian saksi yang bersifat bebas (vrij bewijskracht), quod est Pasal 309
R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim
berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut

dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Penggugat telah
berpisah rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Februari
tahun 2024 yang lalu, meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan
oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan
akibat hukum (recht gevolg) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil
pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal
tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005, yaitu “Keterangan dua
orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu) yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan
hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara

cermat”;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas
dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

— Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak
tanggal 26 November 2017;

— Sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah
sehingga Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

— Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Februari tahun 2024;

— Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

— Tergugat bekerja sebagai sopir Execavator;

— Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
Nama Anak berumur 6 (enam) tahun, saat ini anak diasuh dan tinggal

bersama Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;

— Penggugat adalah sosok ibu yang cakap dan mampu mengasuh anak,
mempunyai kepribadian yang baik, rajin dalam mejalankan ibadah dan tidak

pernah terlibat tindak kejahatan;

— Tergugat tidak peduli dengan anak tersebut dan tidak memberi nafkah yang
cukup pada anak tersebut, karena anak pada kenyataannya hanya dirawat

oleh Penggugat;

— Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa biaya pemeliharaan anak

dalam setiap bulannya;

— Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah menghalangi Tergugat
mengunjungi dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1971/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terhadap petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 yang
menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan

kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang
menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat
terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana

tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan
“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur
perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa
unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini
sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah
pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam
membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21
dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut,
Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara
Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk

membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam
kitab Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VIl halaman
527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim, yang menyebutkan:

\.4.:.7:_?— a__p-))\ E\.:.é—‘ c_aa.'\'\aj &= ¢ E_\j\.lj e ‘)f.'a.U)i &La_ﬁ...l.\ é:‘)—“:']\ AT.SJU.\)B-B
O R e e PRy AT SNPEL W PWE - PPl
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Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi
petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal
tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim
(Pengadilan Agama). Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil)
gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari

suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan
tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii dan pertimbangan-
pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti
Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga
keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Februari tahun 2024, maka
patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat
untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19
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huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar
bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat
telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan
berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan
atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh

talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, terhadap Penggugat berlaku iddah (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci
dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3 terkait tuntutan

untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
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Nama Anak, usia 6 (enam) tahun, lahir di Bandar Agung, 25 Mei 2018 kepada
Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Berdasarkan
ketentuan tersebut dapat disimpukan bahwa pihak manapun yang dipilih untuk
mendapatkan hak asuh atau hadhanah terhadap anak mereka, semata-mata
demi mewujudkan kepentingan anak dan bukan untuk mewujudkan
kepentingan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 huruf a dan b disebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;”

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama
Anak, usia 6 (enam) tahun, lahir di Bandar Agung, 25 Mei 2018, belum
mumayyiiz, berada sejak awal dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat (ibunya) maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai
kecakapan pengurusan anak tersebut dan apakah ada cacat pengasuhan serta
berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan
kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat berhak dan
cakap mengurus anak tersebut maka Penggugat telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi yaitu kakak sepupu dan adik sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat telah
disampaikan keterangan yang bersesuaian bahwa Penggugat yang telah

merawat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anak tersebut karena Tergugat
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tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa terkait sengketa penguasaan anak (hadhanah),
maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum vyang berlaku tentang
penguasaan anak (hadhanah) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam,
hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak
hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadlanah) hanya dapat
terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat fisical custady
saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan
mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik
semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai
penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (legal
custady) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun
telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan
anaknya secara utuh;

3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah
memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu
anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

4. Bahwa Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang pentingnya
memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur-an,
Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

gl |88 Ll 4y agdli (o (5845 o ) il

”... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan di belakang mereka anak-anakyang lemah, yang mereka

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan
kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan

antara kedua orang tua itu putus;
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6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi
keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya
terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (fisical
custady), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah
dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan
ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa
anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat
menyeluruh menurut hukum (legal custady), tidak dapat diperselisihkan
karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan
kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua
belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10.Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena
pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the
children) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
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11.Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (the best
interest for the children) menghendaki lain maka pengadilan dapat
memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu
dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan
intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13
Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010.
Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah
kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus
memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan
Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak
tersebut;
12.Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak
dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai
penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit
yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua
manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak
atau setidak-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
13.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih
sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat
memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;
14.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalam menentukan
syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
a. Kitab Al-Igna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja’, Juz 2 halaman 195 sampai
dengan 196 yang artinya sebagai berikut:
Jnaal) s A LalBY] g LiLa¥] g Ll Cotlly L adly SJind) gow Lilaad) Ll g
i s ) (B Aapad) (5l Lgda Ja i Jin) (b £ 95 0 ol
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“Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka;

3. Beragama Islam; 4. ‘Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal

tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak

bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak
hadhonahnya itu.”;
b. Kitab Bajuri juz Il halaman 198 :
(BLAY sa DYy .., 2y Vg dan Y lee causll ||, Adall) AiLaY) g Adnl)
(BSall A ) ABUIY) (4 5) ABalE Alas M

“Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah,

(‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji,

amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi

isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang
meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak yang
telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
(Konvensi Hak-Hak Anak) dinyatakan bahwa, "Anak demi perkembangan
kepribadiaannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan
keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian”
dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, a. orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik
dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk
melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk
menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani
anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh,
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memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri
(vide; maksud Pasal 156 huruf ¢ juncto Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum
Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dapat terpenubhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan alat-alat bukti yang diajukan
Penggugat tidak terbukti Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai
kelakuan buruk;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum
mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih
membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang
mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut,
maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak
dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak
putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz
(berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan
yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak
pemeliharaan terhadap anak bernama Nama Anak, usia 6 (enam) tahun, lahir
di Bandar Agung, 25 Mei 2018, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam putusan ini
berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal
59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap
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bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat
sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis mewajibkan
Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi,
menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam
menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai
dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana
yang diataur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Penggugat dibebankan
kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua
anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat,
maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 vyang
menuntut agar pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk memberikan
nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus
ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak
tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10
(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, sebelum menetukan berapa nafkah yang layak untuk anak
tersebut majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang
kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anak walaupun sudah bercerai
dengan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c
dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat
tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum

seorang ayah (in casu Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam
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Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 105 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang
dimaksudkan dalam kaidah hukum juncto Islam yang diambil alih sebagai
pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

Al gl A& QY e g

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya. (Al-

Muhadzdzab II: 177)
@ o AT o) g il A1 s (£ 9)

Artinya: Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka

nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah. (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk
menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin
yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu
kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan
terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta
mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan
demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau
perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk
hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak
tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka,
menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan
tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari
mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah
adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat
bekerja sebagai sopir Execavator dengan penghasilan antara Rp2.000.000
(dua juta rupiah) sampai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah yang dituntut, Penggugat
mendatangkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi maka dalil
Penggugat terkait penghasilan Tergugat serta kebutuhan pasti anak Penggugat

dan Tergugat tidak dapat dibuktikan;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kepastian, Majelis Hakim
berpendapat nilai nafkah yang akan diberikan kepada anak Penggugat dan
Tergugat perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan
kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa aspek kepatutan yang dimaksud dalam hal ini
Majelis Hakim menggunakan instrumen pengukuran Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang salah satu unsurnya adalah standar hidup layak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur
angka atau standar hidup layak di Kabupten Lampung Timur tahun 2022 adalah
Rp14.485,00 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang
berarti untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal seseorang dalam satu bulan
adalah senilai Rp433.965,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus
enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kemampuan Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melihat standar minimal kelayakan hidup dan
penghasilan Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat mampu untuk
memberikan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan
dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya.Hal ini sejalan dengan
maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu
poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak
hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan
di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak
setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat minimal sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan
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kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa
dan/atau mandiri sebagaimana tersebut dalam dictum putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, maupun
bukti-bukti dari Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai
keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan
dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai
relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan
untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat yang lainnya harus
dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi
Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi
hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan gugatan
untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa
Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapnya sebagaimana

termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 yang
menuntut agar pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum,
Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap
Penggugat (Nama Penggugat);

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak,
usia 6 (enam) tahun, lahir di Bandar Agung, 25 Mei 2018, berada di bawah
hadhanah Penggugat;

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk

bertemu dengan anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak kepada
Penggugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan
di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh
persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap

hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah,oleh
Khalishah Mulyani, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifgiyatunnisa, S.H.l.

dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
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putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mustofa,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Rifgiyatunnisa, S.H.I. Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP ‘Rp 60.000,00
2. Proses 'Rp 75.000,00
3. Panggilan :Rp 750.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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